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FILSAFAT PEMILU
BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Filsafat mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) atau filsafat pemilu dalam buku ini
dimulai dari suatu pemahaman filsafat pada umumnya, namun pemahaman yang
umum itu nyaris tidak dapat diperbandingkan dengan pemahaman dalam kerangka
filsafat hukum. Hukum itu adalah filsafat, tidak dibalik. Pada umumnya filsafat hukum
bertugas untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum
berhasil dijawab melalui ilmu pengetahuan hukum. Selain itu dalam filsafat hukum
dijawab soal-soal pelik yang digeluti dalam ilmu hukum. Filsafat Pemilu yang
dikemukakan di dalam buku ini, sama seperti buku-buku filsafat Pemilu sebelumnya
vang ditulis oleh penulis buku ini berpusat pada penyediaan berbagai macam jawaban
yang mengakar atas soal-soal dalam Pemilu yang tersedia dalam Undang-Undang
Pemilu yang hingga saat ini masih berlaku. Teori yang menjadi basis filsafat Pemilu
demikian adalah apa yang disebut dengan the Indonesian jurisprudence, legal science,
filsafat hukum, legal philosophy yang dirancang dan dibangun anak bangsa, yaitu
penulis sendiri, dalam hal ini filsafat keadilan bermartabat (the dignified justice
philosophy).

Suatu undang-undang yang menjadi tempat disediakannya berbagai macam jawaban
vang radix atas persoalan mengenai Pemilu dapat berubah namun ditekankan dalam
buku ini bahwa Filsafat Pemilu yang berada di balik eksistensi undang-undang Pemilu
tidak mudah berubah. Filsafat Keadilan Bermartabat memegang postulat bahwa mana
kala suatu undang-undang sebagai suatu manifestasi dari jiwa bangsa (Volkgeist) itu
masih berlaku dan tidak diuji untuk dinyatakan tidak mengikat oleh pihak yang
memiliki kewenangan untuk itu, maka sebagai manifestasi dari jiwa bangsa, dia

peraturan perundang-undangan itu ~menjadi tempat ditemukannya jawaban-
jawaban yang radix dan wajib diikuti dengan penuh kepatuhan (obedience) tentang
Pemilu. Misalnya jawaban-jawaban tetang tujuan dari Pemilu, asas-asas, prinsip
(principles) dan kaidah atau norma mendetail penyelenggaraan Pemilu, begitu pula
kelembagaan yang mcn}'eienggarakan Pemilu; kedudukan, tugas dan fungsinya
masing-masing, soal-soal pendanaan kampanye, berbagai pengaturan tentang
pelanggaran dan penyclesaian sengketa Pemilu, termasuk justifikasi atas dimiliki dan
tidak dimilikinya hak individu rakyat pemilih untuk memberikan suara dalam suatu
Pemilu dalam rangka membentuk suatu Pemerintah baru dan memilih wakil-wakil

untuk mengawal jalannya Pemerintahan yang baru tersebut.
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